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PUTUSAN
Nomor 563 K/Pid.Sus/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG
memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang
dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus, telah

memutus perkara Terdakwa:

Nama : SUMINTO bin PRIYO UTOMO;

Tempat Lahir : Gunung Kidul;

Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/9 Juni 1992;

Jenis Kelamin . Laki-laki:

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Gesing | RT 001 RW 005, Desa Purwodadi,
Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunung Kidul;

Agama . Islam;

Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara

(RUTAN) sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kudus
karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun
1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

Atau

Kedua . Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995

tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali
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dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Kudus tanggal 11 September 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUMINTO bin PRIYO UTOMO telah terbukti
melakukan tindak pidana “Yang menyediakan untuk dijual barang kena
cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita
cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1)’ sebagaimana dakwaan alternatif
Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUMINTO bin PRIYO
UTOMO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh)
bulan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani;

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa SUMINTO bin PRIYO
UTOMO sebanyak 3 (tiga) kali kerugian Negara (Rp90.920.500,00 x 3) =
Rp272.761.500,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh
satu ribu lima ratus rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak
membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah
putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta
bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar
denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang
mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhi hukuman
kurungan pengganti denda selama 4 (empat) bulan;

4. Menetapkan Terdakwa SUMINTO bin PRIYO UTOMO agar tetap berada
dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

— 1 (satu) unit dump truck merek Isuzu tipe NMR 71T HD 6.1 warna putih
kombinasi dengan Nomor Polisi terpasang AB-8701-BK beserta kunci
startemya;

— 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)
Nomor 11774916 dengan Nomor Polisi AB-8701-BK;
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— 1 (satu) unit handphone merek Redmi model 9A warna hitam dengan
Nomor IMEI1 864699054278183 dan IMEI2 864699054278191;

— 10 (sepuluh) karton tiap kartonnya berisi 500 (lima ratus) bungkus
dengan total 100.000 (seratus ribu) batang Barang Kena Cukai Hasil
Tembakau (BKC HT) jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) merek “Luffman
American Blend” tanpa dilekati pita cukai;

Agar kesemuanya dirampas untuk Negara (Pasal 62 Ayat (1) Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 juncto Pasal 3 Ayat (1)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2014);

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima
ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor
89/Pid.Sus/2023/PN Kds tanggal 18 September 2023 yang amar lengkapnya
sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUMINTO bin PRIYO UTOMO tersebut di atas,
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“‘Menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai”
sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah
2 (dua) kali nilai cukai yaitu sebesar Rp181.840.000,00 (seratus delapan
puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan ketentuan
jika pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diambil dari
kekayaan dan/atau pendapatan yang bersangkutan sebagai gantinya
namun jika penggantian tersebut tidak dapat dipenuhi maka pidana denda
diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:
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— 10 (sepuluh) karton tiap kartonnya berisi 500 (lima ratus) bungkus
dengan total 100.000 (seratus ribu) batang Barang Kena Cukai Hasil
Tembakau (BKC HT) jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) merek “Luffman
American Blend” tanpa dilekati pita cukai;

— 1 (satu) unit handphone merek Redmi model 9A warna hitam dengan
Nomor IMEI1 864699054278183 dan IMEI2 864699054278191;

Dirampas untuk Negara;

— 1 (satu) unit dump truck merek Isuzu tipe NMR 71T HD 6.1 warna putih
kombinasi dengan Nomor Polisi terpasang AB-8701-BK beserta kunci
startemya;

— 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)
Nomor 11774916 dengan Nomor Polisi AB-8701-BK;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00
(lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor
666/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 24 Oktober 2023 yang amar lengkapnya
sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor
89/Pid.Sus/2023/PN Kds, tanggal 18 September 2023 yang dimintakan
banding tersebut;

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat
peradilan, sedangkan untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua
ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta Pid.Sus/2023/PN
Kds yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kudus, yang

menerangkan bahwa pada tanggal 7 November 2023 Penuntut Umum pada
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Kejaksaan Negeri Kudus mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan
Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 November 2023 dari Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 14 November
2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut
telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus
pada tanggal 30 Oktober 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan
permohonan kasasi pada tanggal 7 November 2023 serta memori kasasinya
telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 14
November 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan
alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara
menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum
tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon
Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam
berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon
Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai
berikut:

Alasan Kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat
dibenarkan, karena putusan judex facti in casu Pengadilan Tinggi Semarang
tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa Putusan judex facti Pengadilan Tinggi Semarang yang

menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kudus in casu atas terbuktinya
dakwaan Penuntut Umum Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun
2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995
tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

dan penjatuhan pidananya yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3
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(tiga) bulan dan pidana denda sejumlah 2 (dua) kali nilai cukai yaitu
sebesar Rp181.840.000,00 (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus
empat puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak
dibayar oleh Terdakwa maka akan diambil dari kekayaan dan/atau
pendapatan yang bersangkutan sebagai gantinya namun jika penggantian
tersebut tidak dapat dipenuhi maka pidana denda diganti dengan pidana
kurungan selama 3 (tiga) bulan sudah tepat dan benar, karena dalam
menjatuhkan putusannya judex facti telah memberikan pertimbangan
hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta persidangan;

- Bahwa sesuai fakta persidangan terbukti Terdakwa memperoleh rokok
illegal berupa rokok jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) merek “Luffman
American Blend” tanpa dilekati pita cukai tersebut dari seseorang yang
mengaku bernama Heri J di wilayah Jepara dan rencananya rokok jenis
Sigaret Putih Mesin (SPM) merek “Luffman American Blend” tanpa dilekati
pita cukai tersebut akan dibawa atau diantarkan oleh Terdakwa kepada
seseorang di daerah Bengkulu, Terdakwa mendapat upah atau uang saku
untuk membeli solar dan biaya tol yang diberikan oleh orang yang
bernama Bengkulu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah 5 (lima) kali mengirimkan
paketan berupa rokok dari Klaten, Jawa Tengah ke daerah Payakumbuh,
Teluk Kuantan dan Lampung namun Terdakwa tidak mempunyai izin
terkait dengan usaha barang yang diangkut berupa rokok;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli, benar ternyata barang bukti yang
diamankan dari Terdakwa berupa rokok jenis Sigaret Putih Mesin merek
“Luffman American Blend” tanpa dilekati pita cukai;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut ternyata telah menimbulkan
kerugian bagi Negara karena tidak dibayar atau dilunasinya nilai cukai
ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dengan perhitungan
kerugian Negara, sebagai berikut:

Nilai Cukai = Tarif cukai/batang x jumlah batang;
= (Rp710,00 x 100.000 batang);
= Rp71.000.000,00;
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PPN = 9,9 % x HJE/batang x jumlah batang;

= (9,9 % x Rp1.295,00 x 100.000 batang);

= Rp12.820.000,00;
Pajak Rokok = 10% x nilai cukai;

=10 % x Rp71.000.000,00;

= Rp7.100.000,00;
Adapun nilai kerugian Negara adalah sama dengan nilai cukai yang
seharusnya dilunasi, ditambah dengan Nilai Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) dan Pajak Rokok yang seharusnya dilunasi sehingga berjumlah
Rp90.920.000,00 (sembilan puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu
rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 54 Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum atas pidana yang
dijatuhkan, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana
yang lebih berat sesuai tuntutan Penuntut Umum karena pidana yang
dijatuhkan judex facti in casu tidak mencerminkan rasa keadilan;

— Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena sesuai
Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18
Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan
kewenangan judex facti yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan
tingkat kasasi;

- In casu, pidana yang dijatuhkan judex facti kepada Terdakwa tersebut
telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karena
dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan hakikat dan
tujuan pemidanaannya. In casu, judex facti telah mempertimbangkan
aspek-aspek keadilan dan kemanfaatan pemidanaan bagi Terdakwa dan
terhadap masyarakat di samping aspek kepastian hukumnya. Demikian

pula judex facti in casu telah mempertimbangkan dengan cermat
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keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya dalam
putusan in casu;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon
Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan tidak beralasan hukum;
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan ternyata
pula putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum
dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan
ditolak;
Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk
membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor
48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor
14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan
lain yang bersangkutan;

MENGADILI:
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Kudus tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada
tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada
hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.,
Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua
Maijelis, Jupriyadi, S.H., M.Hum., dan Sigid Triyono, S.H., M.H., Hakim-
Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maijelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Corpioner, S.H., Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Ttd./ Ttd./
Jupriyadi, S.H., M.Hum. Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.
Ttd./

Sigid Triyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Corpioner, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP 196110101986122001
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